
 
 

i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ii 

 

ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT 

DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR 

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 

PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH 

 

 
 

TESIS 

 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh   

Gelar Magister Hukum (M.H.) 

Hukum Tata Negara 

 

 

 

Oleh : 

 

  

DEDEN SETIAWAN 

NIM. 2323760021 

 

 

 

PASCASARJANA  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU 

2025M/1447H 



 
 

iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vii 

 

MOTTO 

 

"Hukum yang adil lahir dari suara rakyat dan nurani yang jernih." 

"Berpikir ilmiah, berjuang syar‟i, demi terwujudnya keadilan yang maslahat." 

"Ilmu bukan sekadar untuk diketahui, tetapi untuk memperjuangkan kebaikan dan 

kemaslahatan." 

"Partisipasi rakyat bukan pelengkap formalitas, tetapi ruh dari demokrasi yang 

bermartabat." 
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ABSTRAK 

 

Analisis Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 Perspektif Fiqih Siyasah 

Penulis : 

DEDEN SETIAWAN 

NIM. 2323760021 

  

Pembimbing: 
1) Prof. Dr. H. Supardi, M.Ag  2) Dr. Miti Yarmunida, M.Ag 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah Kabupaten Kaur 

dalam pembentukan peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; menilai tingkat partisipasi masyarakat 

dalam proses legislasi daerah; serta mengkaji implementasi nilai-nilai fiqh siyasah 

dalam pembentukan peraturan daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi 

dokumentasi, wawancara dengan pihak terkait, serta observasi terhadap proses 

legislasi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peran Pemerintah daerah 

Kabupaten Kaur dalam pembentukan Perda, mulai dari pengajuan rancangan hingga 

pengesahan melalui koordinasi lintas-OPD dan kolaborasi dengan DPRD, 

mencerminkan komitmen terhadap otonomi daerah yang responsif. (2) Partisipasi 

masyarakat dalam pembentukan Perda masih terbatas dan belum optimal. Meskipun 

tersedia forum konsultasi publik, pelibatan masyarakat lebih bersifat informatif 

daripada konsultatif, dengan mekanisme yang cenderung top-down dan kurang 

responsif terhadap nilai-nilai sosial budaya lokal. (3) Peran pemerintah dan partisipasi 

dalam pembentukan Perda di Kabupaten Kaur telah merefleksikan prinsip-prinsip 

fiqih siyasah melalui musyawarah (pelibatan DPRD dan masyarakat), keadilan 

(menyeimbangkan kepentingan), dan kemaslahatan (regulasi yang bermanfaat luas 

bagi masyarakat). 

Kata kunci: Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah, Partisipasi Masyarakat, Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2022, Fiqih Siyasah. 
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